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MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAU

KEPALA BAPPENAS
I(DPUTUSAN

MENTERI NIGARA PERENCANAAN PEMBANGIJNAN NASIONAL/KEPAI/. BADAN PERINCANAAN pTT,/BaNcuNnN NASIoNAL

NOMOR : KEp.zosj /M.ppN /OZ / 2OOS

- pEMBr*r,ffiH?oo*,*^,
PROYEK URBAN AIR Q UAAW IMPRbi'il14;}47;;;; DNDLOP.,ENT PROGRATII

MENTERI MGARA PIIINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPA].A. BADAN PERENCANAAN TnTTmNcuIveN NASIoNAL,

Menimbang

Mengingat :

a. bahwa dalam rangka menghadapi tingkat pencem aran udara yangtelah mencapai tinckat batas 
'memiahuyut 

n-'t.r.f,utan perluditetapkan. kebrjaka-n a"". rt*i.li--'i1iff" p"n"rgunun danpngendalian wncemaran udara di &rrii' priuotiun;

b. ba,hwa sehubungan d.T^S:l hyTf u.di.?y!eupprnas mendapatkanhibah dan Asian Development Bank feOel neiaiui proyek UrbanAir Quality Improvement Sector Develop*.ri'io"g.u* (UAe_i)berupa bantuan teknis yang dalam pe;:;;;";;oy^' Wrlu dilakukankoordinasi, pemantauai da; p";A*;ilg;;;'*
c. bahwa datam melaksanakan koordinasi, Wmanatvan danpendampingan atas oelaksanaun _ p.oy.t 

'' 
utrian eir euatilyImprovemen t seuor Divetopmini h;;;;;' r";;;;mana dimaksuddatamht;ruf a danb di atai drpandani;;;;-;i;k diber.rtuk suatuTim Koordinasi yang bersifat lii,tm irr?r'^i, *il;;" daerah;

d. ?:\y: rya?L ya:lg namanya tercantum datam tampiranKeputusan ini dioandang mampu arn *"*.nui,i frrsyaratan untukduduk dan metat<saiakan"';r8^';i#"'ffurggoruun 
timsebagaimana dimaksud pada hurui b diatas-' 

'

I. Urrdang-undang Nomor I Tahun 2oo4 tentang perbend,aharaan
Negara;

2' undang-undang Nomor -25 Tahun zoo4 tentang SistemPerencanaan pembangunan Nasional;

3. Peraturan. . .
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J.

4.

5.

6.

7.

Memperhatikan:

PERTAMA :

KETIGA :

ME,MUTUSKAN:

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 terrtang Rencana
Ke{a Pemerinatah;
Perattran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO4 tentang penyusunan
Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/trmbaga;
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2OO2 tentang pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peratoran Presiden Nomor 9 Tahun 2O0S tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia;
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2OO1 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerla Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2OOS;

TA Agreement antara Pemertntah Indonesia dengan ADB (TA No.
4361-INO) yang ditandatangani tanggal 11 November 2004,
proyek Urban Air Quality Improvement Sector Development
Prograrn;

Membentuk Tim Koordinasi Proyek Ltrban Air Quatity Improvement,
yang terdin dari Tim Pengarah dan Tim Teknis dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam l,ampiran Keputusan ini.

Tim Pengarah bertugas :

1. memberikan pertimbangan, pengarahan kebljaksanaan dan
melakukan koordinasi terhadap kegratan Proyek Llrban Air euality
Improvemef,

2. bertanggung jawab terhadap keseluruhan arahan kebljakan dan
koordinasi pelaksanaan Proyek Ltrban Air euality Improvemet ;3. memantau kemajuan pelaksanaan Wke4aan proyek lJrban Air
Quality Improvemet dan memberikan arahan Wnangarlan
prmasalahan yang ada melalui pertemuan rutin minimal 4 (empat)
bulan sekali.

Tim Teknis bertugas :

1. mengarahkan pelaksanaan kegiatan Proyek ttrban Air euatity
Improvemet berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tim
Pengarah;

KEEMPAT:...

KEDUA :

Menetapkan : I(EPUTUSAN MENTERI MGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGI]NAN
NASIONAL ITNTANG PEMBENTT,JKAN TIM KOORDINASI PROYEK
URBAN AIR QUAIITY IMPROWMENT SEAOR DEVELOPMEI{T
PROGRAM.
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2 membuat evaluasi atas pelaksanaan proyek urban Air euatityImprovemet dan menindaklanjuti serta menyelesaikan
permasalahan yang bersifat teknis;
melakukan Wmanta:uan dar. pertemuan koordinasi rutin minimal 2
(dua) bulan sekali untuk memastikan efektivitas pelaksanaan
proyek.

Seluruh blaya yayg diperlukan untuk pelaksan aan tugas Tim pengarah
dan Tim Teknis dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Silanja
Negara tahun anggaran 2005 dan 2006.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari letdapat kekeliruan dalam Kiputusan ini,
akan diadakan pe.rubahan dan perbaikan sebagaimana *esiinyu.

.)

KEEMPAT :

KELIMA :

MENIf,RJ MGARA PERENCANAAN PEMBANGI,JNAN NASIONAL/
KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGIJNAN NASIONAL

-74rr,-

SRIMT]LYANI INDRAWATI

i disam Yth

I
)
3
4
5
6
7

Menteri Keuangan;
Menteri Negara Lingkungan Hidup;
Menteri Negara Koperasi dan UKM;
Menteri Perindustrian;
Kepala Badan Pemeriksaan Keuangandan Pembangunan;
Inspektur Utam a, Bappenas;
Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan dt Jakarta
Padatanggal 8 Juli 20O5



Tim Penqarah
Ketua

Anggota

Tim Telods
Ketua

Anggota

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MEMG. PFN/KEPAIA BAPPENAS
NOMOR : I(EP.208 /M.YPN/07/2OOS
TANGGAL : 8 JUU2005

SUSTJNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PROYEK URBAN AIR QUATITY IMPROWMENT

Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bappenas

Direktur Jenderal Perbendahar aan, Departemen Keuangan
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Depattetnen Perhubungan
Sekretaris Daerah Propinsi DKI
Sekr€taris Daerah Propinsi DIY
DirekturJenderal Minyak dan Gas, Departemen ESDM
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas
Sekr€taris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarla

Direktur Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
Bappenas

1. Direltur Transportasi, Deputi Bidang Sarana dan prasarana,
Bappenas

2. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Departemen
Perhubungan

3. Kasubdit Dampak Transportasi Perkotaan, Departemen
Perhubungan

4. Asisten Fasilitasi dan Investasi Sekretaris Daerah propinsi DIy
5. KepaIaBPLHDDKI
6. Direktur Pengolahan dan Niaga, Ditjen MIGAS, Departemen

ESDM
7. Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Ditjen

P erbendahar aan, D ep artemen Ke uangan
8. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Bappenas
9. Asisten Deputi Urusan Emisi Kendaraan, Kementerian Ungkungan

Hidup
10. Kepala Bappeda Pemerintah Kota Yogyakarta
l,l.Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Pemerintah Kota Yogyakarta

MENTERI MGARA PERENCANAAN PEMBANGTJNAN NASIONAL/
qAI.{ BADAN PERENCANAAN PEMBANG1JNAN NASIONAL,
-Vl .r
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SRI MI]LYANI INDRAWATI
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Nomor: 5gl /Ses 10712005

Kepada Yth

Dari

Perihal

: Ibu Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

: Sesmen PPN/Sestama Bappenas

: Konsep SK Meneg PPN/Kepala Bappenas tentangl'embentukan
Tim Koordinasi Proyek Urban Air Quality Improvement Sector
Development Program.

Tanggal : 5 Juli2005

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan konsep SK Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

tentang Pembentukan Tim Koordinasi Proyek Urban Air Quality Improvement Sector Development
Program, dengan catatan sebagai berikut :

Konsep SK diajukan oleh Sdr. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Bappenas dan telah disesuaikan dengan standar pembuatan SK.

Dasar pembentukan Tim Koordinasi adalah Technical Assistance Nomor: TAR:INO3730I
terlampir, dimana Pemerintah Indonesia mendapat bantuan hibah dari Asian Deevelopment

Bank (ADB), dan Kementerian PPN/Bappenas diwakili oleh Direktorat Pengendalian Sumber

Daya Alam menjadi Executing Agency-nya.

Tim Pengarah diketuai oleh Deputi Bidang Sumner Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Bappenas dan beranggotakan beberapa pejabat Eselon I instansi terkait, yaitu Dep. Keuangan,

Dep. Perhubungan, Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekda DKI Jakarta dan DI
Yogyakarta, serta Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas.

Apabila Ibu Menteri berkenan, mohon tanda tangan pada konsep SK terlampir.

L
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REPUBI,IK INDONFSIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI-/

BADAN PERENCANAAI{ PEMBANGUNAN NASIONAL

MEMORANDUM

Ssne., ?p..r k +?uaIKEPADA

DARI

TANGGAL

PEBIHAL
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w SESMEN PPNISESTAMA BAPPENAS

. urdqt l.6gkaP lralaBPk

A^r/* d'tu"J4c-*

J26\-4

LEMBAR EDARAN
TINCKAT SUEAT-ffEi]IiA TANOGAJ-

"%
RINGKASAN ISI SURAT/TANGGAPAIi

Afr, Surat :

Nomor I

P erihal

USKAN KEFAOA :OITEFI

'UnhJlt dlderduhrkrn

TaIEeap!n
. Drpqtl i I , ll, lll, lV. V' Vl, Vll

Urtuk dik.uhui

Untuk '*.tygo l. lnspektur Utama (
Llporan/Llporkan

Ufltuk mg\ ,,!kll;
. s6mrnnEg : I , ll . lll, lV, v

. Sekrelariat Menn.g PPlVKa. FaPP.nqs

V- Vrr*-r W*--
I .. Lainrtya

.:-----...'..-.....
Koen!rtw.nts lnp.tlh.rdlo

.F6trT6F AGENPA

a,t ti Hrh.th,/P.rl.hg,tslrt.

DISPOSISI

Calafan/aEhah.



LEMBAR, ED^RAN BTRO ADM. KEPEGAWAIAN
DAN HUKUM

NO. AGENDA DITER!A{A T6L.

,-sl n/
/" - ,ort-

TIMKAT SURAT

'{. Segera
3. Rahash

2. Penting
4. Biasa

DI5PO5I5I

l. Persotuiuan
2. Memenuhi Permintaan
3. Tanggapan
4. File
5. Untuk dikoreksl
6. Untuk diketahui
7. Untuk dls€lesaikan
8. Check
9. Catat dar kembalikan
i O. Slapkao ,atraban
ll, Temul safa

fulausna
L)"Le pa.ur.

IW*,W

Dts. Soet"i.eto

,V,* le ltq

DhtrlrL t-t

DITERUS&4N KEPADA



Kepada Yth.

Dari

Perihal

Tanggal

MEMORA DUM
o: l& /D.5/06/2o0s

J%"t- /////
Sekretaris Utama Bappenas

Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

SK tentang Urban Air Quality Improvement

28 Juni 2005

Pemerintah Indonesia telah menerima hibah dari ADB berupa bantuan teknis dalam rangka

pencegahan dan pengendalian pencemaran udara di daerah perkotaan melalui proyek Urban Air

Quality Improvement Sector Development Program (UAQ-|). Untuk mengkoordinasikan, memantau

pelaksanaan dan mendampingi tim bantuan teknis tersebut perlu dibentuk Tim Pengarah dan 'l'im

Teknis.

Sesuai dengan TA Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan ADB OA No. 4361{NO) perlu

dibentuk'l'im Koordinasi untuk pelakanaan proyek tersebut. Pembentukan Tim Koordinasi perlu

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Bersama ini kami sampaikan draft Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas tentang

pembentukan Tim Koordinasi Proyek Urban Air Quality Improvement Sector Development Program.

Kami mohon bantuan Bapak Sestama untuk disampaikan kepada Ibu Menteri,

Demikian, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

I
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